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Judul Skripsi : Sistem Manajemen Dana Umat pada Dompet Dhuafa di Kota
Makassar
Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengumpulan,
pendistribusian dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat manajemen
dana umat pada Dompet Dhuafa.
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan manajemen
dakwah yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada proses manajemen  pada
fungsinya sebagai sebuah media dakwah Islam. Dalam hal ini akan dikaji dari aspek
fungsinya sebagai sebuah lembaga dakwah dengan Sistem Manajemen Dana Umat
pada Dompet Dhuafa Makassar. Sementara pengumpulan data, digunakan metode
library research yaitu membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah
yang akan dikaji. Di samping itu, menggunakan metode field research yaitu
memperoleh data dari pengelola dalam hal informannya  yaitu genaral manajer dan
manajer program Dompet Dhuafa di Kota Makassar. Data yang terkumpul diolah
dengan menggunakan metode induktif.
Dompet Dhuafa dalam menghimpun dana ZISWAF, melalui muzakki
(donatur) atau memperbanyak muzakki, dengan melalui via rekening, via counter
dengan cara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung para donatur bisa
menyetor langsung ke bank yang bersangkutan sedangkan secara tidak langsung
biasanya para donatur memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan yang sedang
berlangsung tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Serta  mendata para donatur yang
ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan  dalam
hal ini kaum dhuafa.
Kata kunci: pengumpulan, pendistribusian dan faktor pendukung dan penghambat
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Semua orang mendambakan hidup bercukupan. Ada pangan, pakaian, dan
tempat tinggal. Inilah keperluan pokok minimum manusia yang harus dipenuhi.
Kemudian biaya pendidikan dan kesehatan anak (keluarga), termasuk menjadi beban
pemikiran orang tua. Namun, sebagian orang belum dapat mencapai dambaannya
(keinginannya) itu. Penyebabnya tentu beragam, ada di antaranya yang tidak
mendapat lapangan pekerjaan. Para petani kurang lahan atau bahkan tidak
mempunyai lahan sama sekali. Buruh dan karyawan yang diterima di perusahaan
atau instansi sangat terbatas. Setiap hari orang memerlukan makanan dan keperluan
kecil lainnya seperti BBM, sedang uang yang masuk tidak ada atau tidak mencukupi.
Akibatnya, timbullah tindakan-tindakan kriminal (kejahatan) yang menggelisahkan
masyarakat.1
Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Pasca krisis,
pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih
tinggi dan meluas. Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia
adalah sebuah negara yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah. Namun
demikian, kondisi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga yang terjadi justru
sebaliknya. Di mana-mana dapat disaksikan fenomena eksploitasi alam yang tidak
1 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak:Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia
(Cet. 2;Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 1
2terkendali. Hutan-hutan dibabat habis, sehingga menyebabkan kerugian negara yang
mencapai triliun rupiah setiap tahunnya. Pada kenyataannya yang terjadi adalah
semua kekayaan tersebut, terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok sehingga
menciptakan kesenjangan yang luar biasa hebatnya. Padahal Allah swt., telah
mengingatkan bahwa pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang adalah
perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt., akibatnya, adalah munculnya
kesenjangan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat.
Islam secara prinsipil mengajarkan umatnya untuk dapat hidup bahagia dunia
akhirat. Itu berarti, Islam menghendaki umatnya membangun peradaban yang
makmur dan bermoral, jauh dari kesan kemiskinan. Dalam Islam diajarkan kegiatan
dan ibadah tertentu yang mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap
pengentasan kemiskinan. Di antaranya ialah ajaran mengenai zakat, infak, dan
shadaqah (ZIS). Selain itu, Islam juga mengharuskan umatnya bekerja keras dan
meningkatkan etos kerjanya dan mengharapkan agar penguasa (pemerintah) Islam
memberi kemungkinan berkembangnya tatanan kehidupan yang menguntungkan
rakyat banyak dan mengajak agar setiap orang meninggalkan kebiasaan buruk yang
dapat menjatuhkannya ke jurang kemiskinan2.
Tidak pelak lagi, kemiskinan adalah ancaman yang sangat serius terhadap
akidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada
yang berlaku aniaya. Terlebih lagi jika kaum dhuafa ini bekerja dengan susah payah
sementara golongan kaya hanya bersenang-senang. Dalam kondisi seperti ini,
2 “Al- Marhamah”, 8 November 2003, h. 25.
3kemiskinan dapat menebarkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan Ilahi mengenai
pembagian rezeki.3
Al-qur’an mengimbau mereka yang kaya dan mampu untuk menginfakkan
sebagian rezeki dari Allah kepada hamba Allah yang lain. Ia pun menyerukan kepada
mereka untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta mereka kepada orang yang













“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang
baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari muka bumi untukmu.
Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu
sendiri tidak mau keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.5
Berdasarkan ayat di atas, Allah mewajibkan mereka yang berharta untuk
menafkahkan bagian tertentu dari hartanya. Islam tidak hanya memberikan
3Yusuf Qaradawi, Daur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyya,terj Salman, Peranan
zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 31.
5 Departemen Agma RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan
Leema,2003), h. 45.
4pengarahan, rangsangan, peringatan, dan imbauan untuk beramal dan bersedekah.
Tapi Islam merupakan ajaran yang begitu sempurna mengatur segala aspek hidup dan
kehidupan umat Islam itu sendiri. Ketika hati sudah membatu, perasaan membeku,
sedangkan iman pun layu, Islam mengizinkan negara untuk campur tangan
menegakkan hukum dengan mengambil bagian tertentu harta orang-orang kaya dan
membagikannya kepada kaum dhuafa. Siapa yang enggan mematuhi perintah Allah
akan diperangi sampai ia tunduk kepada kebenaran. 6
Salah satu cara yang dituntut oleh Syariah Islam atas kewajiban kolektif
perekonomian umat Islam adalah "lembaga zakat". Secara teknik, zakat adalah
kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya
atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah melebihi nisab (kadar
tertentu yang telah ditetapkan).
Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit
kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam
yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa
membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang Muslim
dalam bidang sosial - ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan
pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata.
Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan
Amil Zakat (BAZ) tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada.
Kecilnya penerimaan zakat oleh BAZ bukan hanya disebabkan oleh rendahnya
6Yusuf Qaradawi, Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonom, h. 41.
5pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan
masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZ yang mengakibatkan masyarakat
cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada orang, yang menurut mereka,
berhak menerimanya. Tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak
terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya
sangat temporer, sebagai contoh adalah pemberian zakat di bulan Ramadhan yang
digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi si miskin di hari raya, dan setelah
hari raya mereka kembali tidak tahu cara memenuhi kebutuhan mereka sehari hari.
Di antara ajaran agama Islam yang dapat mengatasi problema sosial dalam
masyarakat di Indonesia ini adalah zakat dan infak. Kesadaran berzakat dan berinfak
hendaknya ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, sehingga suatu saat jiwanya
terpanggil untuk berzakat dan berinfak.7 Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam ajaran
Islam memiliki potensi sangat besar yang dapat digali sebagai sumber dana untuk
memberdayakan umat. ZIS merupakan ibadah yang memiliki dimensi vertikal
sebagai bentuk pengabdian kepada sang Khaliq yang telah memberikan rezeki, juga
memiliki dimensi horizontal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia
terutama bagi mereka yang diuji dengan kefakiran dan kemiskinan.8
Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam
ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan
masyarakat mampu ke tangan masyarakat tidak mampu, di samping itupula zakat
7 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak:Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia,
h. 3-4.
8 Yusuf Qaradawi, Daur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyya, h. 44.
6bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari penyakit kikir/bakhil
terhadap harta dan membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang berhak untuk
menerima (yang tergolong dalam 8 asnaf)9. Potensi ZIS untuk dimanfaatkan masih
sangat besar. Hal ini didasari pada jumlah umat Islam yang mayoritas di Indonesia
serta objek ZIS yang begitu banyak baik jenis maupun jumlahnya belum
termanfaatkan secara efektif. Di Indonesia, zakat telah dilaksanakan sejak masuknya
Islam namun karena pola pengelolaannya yang masih sangat tradisional, maka dana
ZIS belum dapat berperan untuk mengangkat dan memperbaiki taraf hidup umat.
Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan
pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat
dapat ditingkatkan. Di tengah kegalauan inilah, zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)
muncul dan menjadi alternatif untuk pengentasan kemiskinan.10
Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun
1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.11 Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 ini,
pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh
pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat
9 Asnaf : orang orang yang berhak menerima zakat salah satu diantaranya fakir miskin
10 Abdul Mannani, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf,
1997), h. 9.
11 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Ed. 1. Cet. 2; Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), h. 409.
7kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh
masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam,
yayasan dan institusi lainnya. Dalam UU No. 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip
pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh
masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memberikan perlindungan,
pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat.12
Berkaitan dengan hal di atas, dalam penyaluran dana umat seperti zakat, infaq,
dan sedekah agar sesuai dengan yang disyari’atkan dalam ajaran Islam, dana umat
tersebut yang dihimpun oleh BAZ/LAZ selanjutnya didistribusikan untuk
didayagunakan kepada para mustahiq. Para mustahiq ini diorganisasikan dan
ditentukan sesuai dengan ketentuan khusus dalam agama Islam yaitu diperuntukkan
bagi penerima dana umat. Cara pendayagunaan antara bentuk konsumtif dan
produktif atau usaha untuk memajukan pendidikan dan perbaikan ekonomi jangka
lama, misalnya perbaikan pertanian dan saluran irigasi.13
Sementara itu, pengelolaan dana umat seperti zakat, infaq, dan sedekah yang
dilakukan oleh Dompet Dhuafa Kota Makassar sebagai wadah oleh Lembaga Amil
Zakat (LAZ) yang bertugas memberi metode-metode berupa teknik dalam upaya
menjadikan seseorang lebih produktif dengan mengacu kepada Sumber Daya
Manusia (SDM). Dana yang dikelola oleh Dompet Dhuafa dialokasikan untuk 1.000
kepala keluarga miskin yang ada di Kota Makassar melalui program-programnya
12 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Cet. 1; Malang: UIN-Malang Press,
2008), h. 248.
8seperti Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) dan Layanan Rumah Bersalin (RBC).
Selain itu, dana yang telah dikelola oleh Dompet Dhuafa disalurkan melalui bidang
ekonomi, pendidikan, dan sosial. Bidang ekonomi disalurkan dalam bentuk
penyediaan tenaga pendampingan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Selain
itu, juga bergerak dalam bidang pertanian dan peternakan. Dalam bidang pendidikan
disalurkan melalui program beasiswa serta pembangunan sekolah gratis setingkat
sekolah dasar, sedangkan dalam bidang sosial seperti memberikan bantuan kepada
masyarakat yang terkena musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.14
Dalam konteks inilah, Dompet Dhuafa sebagai salah satu Lembaga Amil
Zakat (LAZ) di Kota Makassar yang memberikan bantuan kepada masyarakat
menengah ke bawah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena
peranannya ini akan sangat menentukan stabilnya perkembangan suatu daerah,
khususnya Makassar yang tak lepas dari hubungan sosial kemasyarakatan.
Segala usaha yang ingin dicapai tidak terlepas dari adanya beberapa kendala,
begitupun dengan Dompet Dhuafa kota Makassar dalam hal pengelolaan tidak lupuk
dari masalah-masalah baik dalam manajemen pengelolaan ataupun dalam operasional
pendayagunaan dana yang ada. Adapun permasalahan penghimpunan ZIS dan
penyalurannya pada Dompet Dhuafa kota Makassar adalah sebagai berikut:
14 http://www.ujungpandangekspres.com/view.php/id ( diakses pada tanggal 20 Agustus
2014).
91) Masih adanya pengurus Dompet Dhuafa kota Makassar yang belum
memaksimalkan untuk fokus dalam pengelolaan dana, sehingga mempengaruhi
tingkat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2) Kurangnya sosialisasi oleh pengurus Dompet Dhuafa kota Makassar, belum
secara menyeluruh dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan dana yang ada.
Dari hasil penelitian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa ZIS sangat
berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terkait pengelolaanya
pada Dompet Dhuafa kota Makassar.
Agar pengelolaan dana umat pada Dompet Dhuafa dapat memberikan hasil
yang maksimal perlu dikelola secara profesional oleh orang-orang yang ahli di
bidangnya yang memiliki strategi atau cara-cara yang digunakan baik dalam
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana umat sehingga dapat
memenuhi sasaran.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian pada Dompet Dhuafa Kota Makassar dengan mengangkat suatu judul
“Sistem Manajemen Dana Umat pada Dompet Dhuafa di Kota Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok
permasalahan adalah bagaimana sistem manajemen dana umat pada Dompet Dhuafa
kota Makassar? Pokok permasalahan ini akan dijabarkan dalam pertanyaan penelitian
sebagai berikut:
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1. Bagaimana sistem pengumpulan dana umat pada Dompet Dhuafa di kota
Makassar?
2. Bagaimana sistem pendistribusian dana umat pada Dompet Dhuafa di kota
Makassar?
3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan dana umat
pada Dompet Dhuafa?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus penelitian ini adalah sistem pengumpulan dana umat, sistem
pendistribusiannya dan faktor pendukung dan penghambatnya. Untuk lebih
memudahkan pemahaman tentang tema skripsi ini, berikut dikemukakan deskripsi
fokus yang berkaitan dengan judul skiripsi ini, sebagai berikut:
1. Sistem pengumpulan dana umat yaitu suatu proses melakukan kegiatan tertentu
dengan mengerakkan tenaga orang lain sesuai dengan prosedur yang ada untuk
mencapai tujuan yang diinginkan bersama, dalam hal ini mengenai dana umat
yang dikelola Dompet Dhuafa  Kota Makassar  secara teratur.
2. Sistem pendistribusian dana umat yaitu suatu proses penyaluran dana umat yang
telah dikumpulkan atau dihimpun oleh Dompet Dhuafa Kota Makassar, untuk
disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai kadar yang telah
ditentukan .
3. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana umat yaitu suatu proses yang
dapat memberikan kontribusi terhadap suatu lembaga (Dompet Dhuafa  Kota
Makassar) baik dari segi positifnya maupun negatifnya terhadap kendala yang
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dihadapinya terutama dalam pengumpulan dan pendistribusian dana pada Dompet
Dhuafa Kota Makassar.
Setelah memberikan deskripsi fokus dalam judul skripsi ini, maka dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah “Sistem Manajemen
Dana Umat pada Dompet Dhuafa di Kota Makassar” ini adalah suatu studi tentang
sistem Manajemen dana umat yang sesuai dengan tuntutan Syari’at Islam.
D. Kajian Pustaka
Sebagaimana metode yang akan penulis gunakan dalam pembahasan masalah
pokok skripsi ini adalah metode kajian pustaka, maka penulis disini bermaksud
bahwa pokok masalah yang penulis angkat belum pernah dibahas dan diteliti oleh
penulis lain sebelumnya, dengan memakai rujukan yang ada relevansinya dengan
penulis sebelumnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
Adapun rujukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi ini yang
merupakan sumber sangat penting untuk menyusun pokok pembahasan yang
dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini sehingga tidak mengambang jauh yaitu :
1. Jumiati H. Alimuddin, “ Pendayagunaan Zakat dalam Aplikasinya Mengurangi
Kemiskinan di Makassar (Studi Kasus Rumah Zakat Indonesia Cabang Makassar).”
Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
2. Musdalifah, “Infaq dan Peranannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
(Study Pada Bazda Kab.Gowa) Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar.
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3. Siti  Fadjrijah, “ Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat dan Wakaf
yang Profesional di Bontolempangan ” Skripsi Sarjana, Fakultas Pendidikan Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Hamka Haq, “ Pelaksanaan Zakat dan Pajak Ditinjau dari Aspek Hukum Islam”
Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
Adapun persamaan dan perbedaan peneliti sebelumnya dapat dijabarkan dalam
bentuk tabel sebagai berikut:
Peneliti sebelumnya Persamaan Perbedaan
1. Jumiati H. Alimuddin Tentang zakat Rumah zakat Indonesia
cabang Makassar
2. Musdalifah Tentang infak Bazda Kab. Gowa
3. Siti Fajriah Tentang zakat Tentang Wakaf
4. Hamka Haq Tentang zakat Pajak dari aspek hukum
Islam
Adapun literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini antara lain:
1. Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, dalam bukunya yang berjudul “Kekuatan
Zakat: Hidup Berkah Rezeki Melimpah”, mengatakan bahwa harta yang
disedekahkan, itulah benar-benar harta yang dimiliki oleh seorang muslim.
2. Afsalur Rahman, dalam bukunya yang berjudul “Doktrin Ekonomi Islam”,
mengatakan zakat disebut zakat karena zakat membantu mensucikan jiwa manusia
(dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta) sehingga mampu
membuka jalan untuk pertumbuhan dan kemajuan (melalui pembelanjaan untuk
orang lain).
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3. Djazuli dan Yadi Janwari, dalam bukunya yang berjudul “Lembaga-Lembaga
Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)”, mengatakan bahwa dalam
pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) terdapat beberapa prinsip yang
harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil  sesuai dengan yang
diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, sukarela,
keterpaduan, profesionalisme, dan kemandirian.
4. Fakhruddin, dalam bukunya yang berjudul “Fiqh dan Manajemen Zakat di
Indonesia”, mengatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah
ijtima’iyah, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang
profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat
dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
5. Wahbah Al-Zuhayly, dalam bukunya yang berjudul “Zakat : Kajian Berbagai
Mazhab”, mengatakan bahwa zakat itu akan menyucikan orang yang
mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.
Keseluruhan dari referensi yang penulis kemukakan di atas menjelaskan
bahwa dalam zakat terdapat faedah yang sangat berharga bagi pengembangan diri
pribadi serta peningkatan kepedulian bagi manusia terutama bagi yang mereka yang
termasuk dalam tingkat ekonomi rendah. Di samping itu, zakat merupakan sarana
dalam mengharapkan ridha dari Allah swt.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
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a. Untuk mengetahui sistem pengumpulan dana umat pada Dompet Dhuafa di
kota Makassar.
b. Untuk mengetahui sistem pendistribusian dana umat pada Dompet Dhuafa di
kota Makassar.
c. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat
pengelolaan dana umat pada Dompet Dhuafa.
2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi Lembaga Dompet Dhuafa
Untuk memberikan masukan yang berharga kepada pengurus Dompet
Dhuafa Kota Makassar mengenai sistem manajemen dana umat secara
profesional.
b. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi
mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Di samping
itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan
membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki dunia kerja.
c. Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat





A. Pengertian Dana Umat dan Dasar Hukumnya
a) Pengertian Dana Umat
Dalam mengartrikan dana umat, maka ada dua kata yang harus dipahami
terlebih dahulu secara parsial yakni kata dana dan umat. Bila kedua kata tersebut
telah dipahami secara parsial, maka selanjutnya dana umat dapat dipahami sebagai
sesuatu yang integral, sehingga melahirkan sebuah pengertian tersendiri.15
Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, pemberian,
hadiah.16 Sedangkan kata umat adalah sebuah istilah yang sejak awal dikutip dari al-
Qur’an. Setidak-tidaknya 64 kali istilah umat disebut di dalam al-Qur’an. Dari ayat-
ayat yang memuat istilah umat itu dapat dipahami bahwa umat berarti sekelompok
orang yang menyembah Allah dan kepada mereka Nabi Muhammad saw diutus, atau
15H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah
Pengenalan (Jakarta: PT. RajaGrafsindo Persada, 2002), h. 1.
16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: t.p, 2008), h.
314.
3 hifzhal-ummah adalah tujuan memelihara umat manusia
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berarti pula sekelompok orang-orang yang menjadi objek keselamatan di akhirat
kelak.
Menurut A. Djazuli, istilah umat memiliki ruang lingkup tiga lapis. Pertama,
kata umat bisa disamakan dengan makhluk Tuhan, sehingga burung pun disebut
dengan umat. Kedua, kata umat berarti umat manusia secara keseluruhan. Ketiga,
kata umat berarti satu komunitas manusia. Bahkan, dalam makna yang lebih luas
pemaknaan kata umat ini dikategorikan pula pada salah satu maqashid al-syari’ah,
yakni hifzhal-ummah.3
Berkenaan dengan makna itu, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud
dengan umat adalah makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, terutama manusia dan
binatang. Sedangkan menurut Esposito, umat sering diterjemahkan dengan
“Komunitas Muslim”. Oleh karena itu, kata umat ini sering dihubungkan dengan kata
Islam menjadi umat Islam.17 Dari kedua makna istilah di atas, dana dan umat dapat
dipahami bahwa yang dimaksud dengan dana umat adalah uang atau modal yang
dikeluarkan atau disisihkan kepada umat Islam yang berhak menerimanya sesuai
dengan ketentuan agama.
Berdasarkan pengertian dana umat di atas, dapat diketahui bahwa dana umat
itu terdiri dari zakat, infaq, dan sedekah. Pertama, zakat itu jika ditinjau dari segi
bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata Zaka yang berarti suci, baik,
berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut kitab lisan al-Arab arti dasar dari kata
17 H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah
Pengenalan., h. 3-4
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zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji,
semuanya digunakan di dalan al-Qur’an dan hadis.
Adapun menurut istilah atau syara adalah nama bagi pengambilan dari harta,
sifat-sifat untuk diberikan pada golongan tertentu. Adapun definisi zakat yang telah
dirumuskan oleh para fuqaha adalah:
1. Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, menyatakan zakat adalah nama
sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada
saudaranya yang fakir miskin dan juga untuk kepentingan umum yang
meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
2. Wahbah al-Zuhali dalam kitabnya al-Fiqh al Islami Adillatuh,
mengungkapkan beberapa defenisi zakat menurut ulama mazhab:
a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari
harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya, jika
milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan
rikaz.
b. Hanafiyah mendefinisikan Zakat adalah kepemilikan dari bagian harta
untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara untuk
mengharapkan keridhaan-Nya.
c. Syafi’iyyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang
dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta
tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.
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Adapun menurut Hasbi ash-Shiddiqi, defenisi zakat adalah mengeluarkan
sebagian harta guna digunakan kepada mereka yang telah diterangkan syara menurut
aturan yang telah ditentukan di dalam al-Qur’an, hadis, dan undang-undang fiqh.
Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa
zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah
memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat
tertentu pula.18 Atau zakat adalah menyerahkan sebagian harta benda yang telah
ditentukan oleh Allah kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun
Islam ketiga sesudah syahadat dan shalat. Ibadah ini disebut “zakat”, karena sesuai
dengan namanya, dapat menbersihkan harta benda pemiliknya dengan jalan
mengeluarkan sebagian harta bendanya, yang memang menjadi hak fakir miskin dan
sebagainya. Ibadah ini sekaligus juga membersihkan orang yang menyakati harta
bendanya dari kotoran sifat kikir dan dosa.19 Zakat juga cambuk yang ampuh, yang
membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spritual bagi
orang-orang miskin,  tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang
kaya.
Zakat terdiri dari dua macam yaitu:
1) Zakat mal yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat
tertentu.
18 Rahmawati Muin, Manajemen Zakat (Cet. 1 Makassar: Alauddin Unirversity Press, 2011)
,h. 1-3.
19 H. Masjfuk Zuhdi, Studi Islam  jilid2: Ibadah (Cet. 2  Jakarta: CV Rajawali, 1992), h. 37.
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2) Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan.
Kadang zakat fitrah disebut zakat badan atau sedekah fitrah.
Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat yaitu:












“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang ditunjuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”20
a. Golongan Fakir
Kata fakir berarti orang-orang yang sangat miskin dan hidup menderita yang
tidak memiliki apa-apa untuk hidup; atau oarang-orang yang sehat dan jujur, tetapi
tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak mempunyai penghasilan. Seperti yang
telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah /2: 273.













“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah,
mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi, orang yang tidak tahu menyangka
mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka
dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.
Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui”21
Secara ringkas, kata tersebut meliputi semua orang miskin, orang tua, orang-
orang yang cacat (sakit) dan orang-orang yang tidak berpenghasilan seperti yang telah
disebutkan oleh Islam, yaitu orang-orang yang menjalankan tugas berkaitan dengan
agama Islam seperti pelajar, guru, mubaligh Islam yang tidak mempunyai waktu lagi
untuk bekerja memperoleh penghasilan serta orang-orang yang tidak mempunyai
pekerjaan.
Berdasarkan kepentingan ini, kitab suci al-Qur’an telah menyediakan sebagian
dari dana zakat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir yang menderita atau
orang-orang yang menganggur yang tidak dapat menemukan pekerjaan dalam
keadaan terdesak. Jaminan yang diberikan oleh negara dengan membantu mereka
21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 46.
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selama mereka dalam keadaan menganggur, memberikan perlindungan kepada
mereka dari penindasan majikan.
b. Orang-orang Miskin
Orang-orang miskin, sama halnya orang fakir, adalah orang-orang yang
memperoleh manfaat dari dana zakat. Kata miskin mencakup semua orang yang
lemah dan tidak berdaya (cacat) oleh karena dalam kedaan sakit, usia lanjut atau
suatu peperangan, baik yang mampu melakukan sesuatu pekerjaan atau tidak akan
tetapi tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya sendiri dan
keluarganya. Semua orang yang menjadi buta, pincang, cacat dan sebagainya yang
disebabkan oleh suatu peperangan. Menurut Imam Abu hanifah, keadaan orang
miskin lebih buruk dengan dibandingkan dengan keadaan orang-orang fakir, karena
orang fakir tidak berdaya hanya karena tidak mempunyai uang.
c. Pengumpul Zakat (Amil)
Penerima zakat yang ketiga adalah para pengumpul zakat yang ditunjuk oleh
kepala negara (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kata
pengumpul (collector) mencakup semua pegawai seperti pengumpul, pekerja,
pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan sebagainya, yang mungkin ditunjuk untuk
membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan administrasi dana zakat.
Para pengumpul zakat diberi gaji dari dana zakat tersebut tanpa
memperdulikan kondisi keuangan pribadi mereka. Yang ia terima ini merupakan upah
sehubungan dengan pekerjaannya dalam pengumpulan dana zakat. Upah yang
diterima oleh setiap pekerja akan ditetapkan, berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti
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halnya pekerja pemerintah atau semi pemerintahan, sesuai dengan sifat dan tingkat
tanggung jawab pekerjaan mereka.
d. Muallaf
Di dalam kelompok ini, meliputi kelompok masyarakat yang secara bersama-
sama menegakkan Islam. Orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang
mungkin kehilangan hartanya sehingga memerlukan peningkatan dan bantuan,
mereka agar diberi bantuan keuangan sebagai suatu peningkatan meskipun jika
mereka tidak kehilangan harta dan tidak pula fakir. Juga termasuk dalam kelompok
ini  adalah orang-orang yang menjadi sahabat karena pembelian yang dilakukan dari
uang dana zakat dan orang-orang yang dicegah melakukan perkara-perkara yang
merugikan umat Islam atau negara Islam.
e. Untuk Membebaskan Tawanan Perang (Memerdekakan Budak)
Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindak perbudakan
di dalam masyarakat. Di antaranya, sebagian dari dana zakat digunakan untuk
memerdekakan hamba. Menurut Imam Abu Hanifah, dan Shafi’i hamba haruslah
dibayar dengan jumlah uang yang cukup untuk memerdekakan mereka. Iman Malik
berpendapat bahwa hamba-hamba harus dibeli dengan uang dana zakat dan
selanjutnya dimerdekakan.
f. Orang yang Berhutang
Semua orang menanggung hutang yang melebihi harta yang dimilikinya
(melebihi kemampuan untuk membayar) akan diberi bantuan dari bantuan dana zakat
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untuk membayar hutang mereka dengan syarat bahwa hutang itu tidak dilakukan
dengan tujuan untuk menimbulkan masalah-masalah yang diharamkan, misalnya
untuk memperoleh kemewahan yang melebihi batas, minum-minum keras, berjudi
atau melakukan spekulasi dan lain-lain. Untuk tujuan ini penghutang digolongkan ke
dalam dua kategori:
1) Orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika
mereka tidak kaya dan tidak memiliki harta yang melebihi nisab, hutang
mereka dapat dibayar dengan menggunakan uang dari dana zakat.
2) Orang-orang yang berhutang untuk membantu orang lain. Hutang orang seperti
ini baik mereka itu kaya atau miskin maka hutangnya akan dibayar dari dana
zakat.
g. Untuk Fisabilillah
Ungkapan ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya
hanya dapat ditentukan oleh kondisi kebiasaan dan kebutuhan waktu. Kata tersebut
dapat mencakup berbagai macam perbuatan, seperti bantuan yang diberikan untuk
persiapan perang orang Islam untuk berjihad, menyediakan kemudahan fasilitas
pengobatan yang sakit dan terluka, pendidikan bagi orang-orang yang tak mampu
membiayai pendidikan sendiri. Ringkasnya, kata tersebut mencakup semua perbuatan
yang penting dan berfaedah bagi umat Islam dan negara Islam.
h. Musafir
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Seseorang yang menderita tetapi tidak dapat menggunakan hartanya karena ia
jauh dari rumahnya dalam suatu perjalanan disebut musafir. Ia memerlukan bantuan
keuangan untuk menyempurnakan perjalanannya. Ia akan dibantu segala kebutuhan
selama perjalanan dari dana zakat dengan catatan bahwa perjalanannya itu tidak
sekedar untuk bersenang-senang atau tujuan-tujuan yang diharamkan.
Musafir dapat dibantu dengan memberikan uang atau kemudahan yang lain
dalam bentuk rumah tumpangan, ruang tunggu, tumpangan mandi dan sebagainya di
stasiun-stasiun dan tempat persinggahan lain diseluruh pelosok negara. Bahkan
membangun jalan baru dan memperbaiki jalan yang sudah ada serta jembatan-
jembatan juga dapat digolongkan dalam kelompok ini.22
Pertama, Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum. Dalam terminologi syariah, infaq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan
dalam ajaran Islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang
pendapatannya besar maupun kecil, baik disaat lapang maupun sempit, dan tidak
ditentukan mustahiqnya, sebagaimana yang ada pada zakat. Seperti yang diterangkan











“Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun
sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan)
orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".23









“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah : Apa saja harta
yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan
apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”24
Kedua, Sedekah. Kata sedekah yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal
dari kata shadaqa atau sidqun yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah
orang yang benar pengakuan keimanannya. Dalam beberapa ungkapan al-Qur’an,
zakat wajib disebut juga sebagai sedekah, sebagaimana dikutip Qardhawi mengatakan
“Sedekah itu adalah Zakat, berbeda nama tetapi arti sama.”
23Departemen Agama RI ,Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 67.
24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.33.
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Dalam hal pengertian sedekah sama dengan infaq, namun terdapat beberapa
perbedaan. Salah satu perbedaan yang dapat dikemukakan yaitu kalau Infaq
dikhususkan pada sifatnya yang materi saja, sedangkan sedekah mencakup materi
(harta) dan non materi, seperti senyum, mengambil duri di jalan adalah masuk
kategori Sadaqah. Zakat juga dinamakan Sedekah, karena tindakan itu menunjukkan
pada kebenaran (siddiq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan
kepada Allah swt.
Dengan tegas dapat dinyatakan bahwa terkadang zakat disebut juga dengan
Sedekah. Dan semua jenis zakat adalah sedekah, akan tetapi tidak semua jenis
sedekah adalah zakat. Dilihat dari sisi aspek hukum syara, maka zakat adalah sedekah
wajib. Menurut ulama sedekah pada dasarnya dibagi atas dua bagian yaitu:
1) Sedekah yang memiliki sifat wajib terbatas, dalam hal ini terbatas jenis, jumlah,
kadar harta benda yang harus dikeluarkan, dalam hal ini adalah zakat.
2) Sedekah yang memiliki sifat wajib tidak terbatas, yaitu sedekah yang dituntut
untuk kepentingan umum. Untuk jenis ini sedekah mengandung arti sebagai
kewajiban bersedekah sesudah kewajiban zakat, karena situasi/kondisi
masyarakat, menuntutnya untuk kepentingan umum sangat mendesak, seperti
ada bencana banjir, gunung meletus, peperangan untuk mempertahankan agama
atau negara.25
b) Dasar Hukumnya
25 Rahmawati Muin, Manajemen Zakat, h. 4-6
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Dalam al-Qur’an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali
diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu
sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung bahwa zakat mempunyai
kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat
di dalam al-Qur’an, 29 di antaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini
memberi isyarat tentang eratnya hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat
perwujudan hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.
Nash al-Qur’an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode








“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan
supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah
agama yang lurus”.26







26 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 598
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“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infaqkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah).
Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfaqkan (hartanya di
jalan Allah) memperoleh pahala besar.”27







“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki dan perempuan dan
meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dan dilipatgandakan
(balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.”28








27Departemen Agama RI ,Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 538
28 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 539.
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“Dan  laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang
kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) pada sisi Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”29






“Dan laksanakanlah shalat,tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad),
agar kamu diberi rahmat.”30















29 Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 17.





34 “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan
jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-
orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah,
Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang
pedih.”
35. “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar
dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada
mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka
rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."31
B. Organisasi Manajemen Dana Umat dan Tugasnya
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat pada Bab III
pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari
dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.
1. Badan Amil Zakat (BAZ)
Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh
pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama.
a) Pembentukan BAZ
Penbentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya
pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat
kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat
31 Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 192
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koordinatif, konsultatif, dan informatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan
tingkatan wilayahnya masing-masing, yaitu:
1. Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri.
2. Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi.
3. Daerah Kabupaten atau daerah Kota dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas
usul Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota.
4. Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul kepala
b) Pengurus dan Unsur Organisasi BAZ
Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi
persayaratan tertentu. Unsur dari masyarakat ini lebih lanjut di jelaskan dalam
Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksaanaan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum
cendikia, tokoh masyarakat, dan tenaga profesional (pasal 2 Ayat 2).
Sedangkan organisasi BAZ terdiri atas unsur pelaksana, pertimbangan, dan
pengawas yaitu:
1. Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua,
seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara,
divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan visi
pengembangan.
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2. Dewan pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang
anggota.
3. Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang
anggota.
4. Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 tahun (pasal 13
Keputusan Menteri Agama).
c) Kewajiban BAZ
Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Amil Zakat memiliki
kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:
1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan tahunan, yang di dalamnya termasuk laporan keuangan.
3. Memublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media
massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah
tahun buku terakhir
4. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
5. Merencanakan kegiatan tahunan.
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang
diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya, kecuali BAZ
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nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat ke seluruh
wilayah Indonesia.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi
pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di
tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara
perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya
undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis
tersebut.
Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi
pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh
masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan
umat Islam.
a) Pengukuhan dan Pengesahan LAZ
Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu harus dilakukan
penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi
persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan.
Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan
kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti di pusat oleh
Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi, di daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota atas
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usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di Kecamatan
oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.
b) Kewajiban LAZ
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, yang
kemudian dikukuhkan pemerintah, memilki kewajiban yang harus dilakukan oleh
LAZ yaitu:
1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Memublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.32
C. Prinsip-Prinsip Manajemen Dana Umat
Dalam pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) terdapat beberapa prinsip
yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan
yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, sukarela,
ketrpaduan, profesionalisme, dan kemandirian.
Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah
hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini
perlu dilakukan agar lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat dipercaya
oleh umat. Pada diri umat Islam mesti ditumbuhkan rasa percaya bahwa harta Zakat,
32 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah(Ed. 1. Cet. 2 Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), h. 419-423.
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Infak, dan Sedekah yang diberikannya itu benar-benar disalurkan kepada yang berhak
menerima (mustahik). Bila prinsip ini tidak direalisasikan, maka kemungkinan besar
umat Islam tidak akan percaya lagi kepada Lembaga yang mengumpulkan harta
zakat, infak, dan sedekahnya. Bila sudah demikian, maka keberadaan lembaga
pengelola zakat, infak, dan sedekah tidak akan efektif lagi di dalam mengumpulkan
dan menyalurkan harta zakat, infak, dan sedekah dari dan untuk umat.
Prinsip kedua dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah prinsip
sukarela. Prinsip sukarela berarti bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat,
infak, dan sedekah, BAZIS/LAZ hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela
dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, infak, dan sedekah dan tidak boleh
ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan.
Sehubungan dengan prinsip ini, dakwah dalam hal pemungutan dan pengumpulan
zakat, infak, dan sedekah harus lebih diarahkan kepada motivasi yang bertujuan
memberikan kesadaran kepada umat Islam agar membayar kewajibannya berupa
zakat, infak, dan sedekah. Sekalipun memang beberapa ayat dalam Al-Qur’an
mensinyalir bahwa dalam pengumpulan zakat dan infak harus ada daya paksa dari ulil
al-amri. Hanya saja, karena faktor politis dan sosiologis belum kondusif, maka
ketentuan dalam al-Qur’an belum direalisasikan secara maksimal.
Prinsip ketiga dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah prinsip
keterpaduan. BAZIS/LAZ sebagai organisasi yang bersal dari swadaya masyarakat
dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu di antara
komponen-komponennya. Untuk itu, prinsip-prinsip manajemen yang modern dan
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telah terbukti keampuhannya mesti diterapkan. Seluruh komponen dalam organisasi
BAZIS/LAZ menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah pengendalian
pimpinan. Komponen-komponen di bawah pmpinannya iti melakukan tugas dan
fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik yang bisa
menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.
Prinsip keempat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah
profesionalisme. Prinsip ini berarti bahwa dalam pengelolaan zakat, infak, dan
sedekah harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam
administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Selain itu, pengelola zakat, infak, dan
sedekah juga dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam
menjalankan tugasnya. Prinsip ini akan lebih sempurna bila dibarengi pula oleh sifat
amanah dari para pengurus BAZIS/LAZ. Apabila pengelola zakat, infak, dan sedekah
telah memilki karakter seperti itu, maka pada gilirannya BAZIS/LAZ akan menjadi
sebuah organisasi swadaya masyarakat yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya
secara tepat guna dan berhasil guna yang optimal.
Prinsip terakhir dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah prinsip
kemandirian. Prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip keempat yakni
prinsip profesionalisme. Dengan pelaksanaan prinsip profesionalisme pada gilirannya
BAZIS/LAZ diharapkan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan
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mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan
dari pihak lain.33
D. Prosedur Pendayagunaan dan Pengembangan Dana Umat
Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang
berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para mustahiq dengan syarat
kriteria mustahiq sejalan dengan firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 60. Akan
tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga tuntutan Nabi Muhammad saw,
tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah,
bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu pada
mustahiq tertentu yang kita kenal sementara mustahiq lainnya karena kita tidak
mengenalnya tidak mendapat haknya.
Di samping itu, ada mustahiq yang berani terang-terangan meminta dan ada
pula mustahiq yang merasa berat (malu) untuk meminta. Dengan demikian,
dimungkinkan kita hanya memberi kepada mereka yang terang-terangan meminta,
sementara kepada mereka yang merasa berat meminta kita sama sekali tidak
memperhatikan. Oleh karena itu, para ahli fiqh menekankan tanggung jawab
pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya
dengan cara yang benar pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang bathil.
33 H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, , Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah
Pengenalan, h. 45-47
38
Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para Khalifah setelah beliau.
Apabila pemerintah tidak memainkan peranannya dalam mengurus dana umat seperti
zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang
melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada dibawah
naungan pemerintah. Badan-badan semacam ini lebih mampu, jika dibandingkan
dengan individu-individu, dalam mengembangkan sumber-sumber dana umat (ZIS)
dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syara.
Dalam kondisi pemerintah atau badan-badan zakat melaksanakan tanggung  jawab
dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak
menerimanya secara syar’i, sebagian dari dana umat (ZIS) ditinggalkan pada muzakki
untuk disalurkannya sendiri kepada pihak-pihak yang khusus baginya, seperti kerabat
dan tetangga yang menerima dana tersebut (ZIS).
Kaum muslimin wajib bahu-membahu dalam mendukung tugas-tugas badan
zakat, karena ini adalah dasar pokok untuk menghidupkan kewajiban berzakat dan
mengeluarkan undang-undang yang mengharuskannya, sebagai ganti dari penunaian
zakat secara suka rela. Apabila badan atau lembaga zakat tidak ada, maka seorang
muslim harus berusaha dengan sungguh-sungguh menyalurkan dana umat (ZIS)
kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar’i.34
1. Pengorganisasian Pendayagunaan Dana Umat
34 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di indonesia ( Cet. 1 Malang: UIN-Malang Press,
2008), h. 193-195.
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Menurut kajian Institut Manajemen Zakat bahwa hipotesis awal potensi zakat
yang ada di Indonesia adalah dengan jumlah penduduk 204, 8 juta jiwa, dapat
diperkirakan 83% (166 juta jiwa) penduduk muslim. Dengan asumsi penduduk yang
telah berkewajiban zakat adalah mereka yang memiliki pengeluaran di atas Rp.
200.000,-/kapita/bulan, maka jumlahnya 18,7% (SUSENAS 1999). Maka
Departemen Agama dalam Pola Pembinaan Badan Amil Zakat telah membagi
pendayagunaannya menjadi dua, yaitu untuk konsumtif dan produktif.
2. Pelaksanaan dalam Penghimpunan Dana Umat (ZIS)
Pengumpulan ZIS dilakukan oleh Badan Amil Zakat/Lembaga Ami Zakat
dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan
muzakki. BAZ/LAZ dapat kerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta
muzakki. BAZ/LAZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, sedekah, hibah,
wasiat, waris, dan kafarat.
Hal yang menggembirakan adalah kesadaran berzakat dikalangan kaum
muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan
munculnya lembaga-lembaga atau BAZ/LAZ,baik yang dikelola oleh pemerintah
maupun swasta. Namun perkembangan yang menggembirakan ini belum menyentuh
seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.
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Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat,
infaq, dan sedekah, bahwa dana zakat tersebut belum secara optimal terealisasikan
dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin.35
3. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Umat
Dalam hal penyaluran atau pendistribusian dana umat, maka pihak pengelola
harus mengetahui dengan baik kedelapan asnaf yang berhak menerima dana umat
tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60. Dalam ayat
tersebut tidak dirinci cara-cara dan pertimbangan antara orang yang terdapat dalam
suatu golongan yang lain. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang
berhak menerima zakat. Nabi Muhammad saw tidak pernah menerangkan cara-cara
pembagian itu, bahkan memberi mustahiq sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda zakat yang ada.
Hal tersebut berarti membukakan keluasan pintu ijtihad bagi kepala negara
atau BAZ/LAZ untuk mendistribusikan dan mendayagunakan ZIS sesuai dengan
kebutuhan, situasi, dan kondisi hasil pungutan yang ada dalam batas-batas ketentuan
pada surat at-Taubah ayat 60. Pengkhususan hanya ke delapan golongan tidak berarti
bahwa ZIS harus dibagi kepada mereka secara merata, sama dan menyeluruh. Sistem
pendistribusian ini persoalannya adalah masalah maslahat. Maslahat senantiasa
berkembang sesuai dengan perkembangan sosial politik dan sosial ekonomi dewasa
ini. Agar dana yang disalurkan itu dapat berdaya dan berhasil guna, maka
pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-
35 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di indonesia ,h. 307-310.
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masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua yaitu
konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif
dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.
a. Konsumtif Tradisional
Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisonal maksudnya adalah bahwa
zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi
sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir
miskin yang biasa diberikan oleh amil pada saat idul fitri atau pembagian zakat mal
secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan
karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah.
b. Konsumtif Kreatif
Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan
dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan umtuk membantu orang miskin dalam
mengatasi permasalahn sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut
antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana
ibadah, seperti mukena dan sejadah, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk
petani, gerobak sayur untuk pedagang sayur, dan sebagainya.
c. Produktif Konvensional
Pendistribusian Zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang
diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan
barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha seperti
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pemberian ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan,
mesinjahit, dan sebagainya.
d. Produktif Kreatif
Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan
dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial,
seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai
modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau
pengusaha kecil.36
Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka otomatis idealnya dijadikan
sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang
bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing
untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka
penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat, infak, dan sedekah akan lebih
cepat digunakan untuk mengentaskan umat dari kemiskinan jika dikelola untuk
menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal, seperti pelatihan, sampai
dengan modal usaha. Bahkan mestinya perlu ada dana riset atau survei dan
pengembangan serta dana administrasi. Seandainya masih keberatan penggunaan
zakat untuk administrasi, riset dan sejenisnya, hendaknya dalam pengelolaan dana
yang untuk ini diambilkan dari sumber infak dan sedekah.37
36 Rahmawati Muin, h. 125-130
37 A.Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek
Berkembangnya Ekonomi Umat, (Cet.1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 112-113.
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Dengan kata lain, bahwa hendaklah bila penyaluran zakat diarahkan untuk
memampukan dan memberdayakan anggota masyarakat yang lemah ekonominya
dalam bentuk pemberian modal yang sifatnya bergulir. Apalagi dalam krisis ekonomi
sekarang ini, banyak masyarakat yang tidak memilki lapangan kerja akibat PHK,
menganggur, dan sebagainya. Mereka inilah yang perlu dibantu agar dapat berusaha
disektor usaha kecil.
Untuk lebih memberdayakan ekonomi umat, selain zakat diberikan secara
individual bagi mereka yang memilki jiwa wirausaha, akan lebih efektif lagi bila
mereka dikoordinir menjadi satu bentuk yang terkoordinir pasarnya, misalnya zakat
untuk membeli mesin jahit dan akan lebih mantap lagi dan berkesinambungan bila
ada pengusaha yang menampung hasil jahitannya dan memasarkannya. Dan yang
lebih bermanfaat lagi bila dana zakat dipakai sebagai modal untuk membentuk atau
mendirikan usaha yang menampung para fukaha dan miskin sebagai karyawannya,
sehingga mereka memperoleh sumber pendapatan yang tetap sebagai karyawan.38
E. Pola Manajemen dan Tujuan Pengelolaan Dompet Dhuafa Kota Makassar
Dengan melihat proses yang terdapat dalam manajemen, maka kata
manajemen sendiri sama dengan  pengertian pengelolaan, dalam hal ini jika mengacu
pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang
menjelaskan bahwa pengelolaan zakat, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat
38 Rahmawati Muin, h.130-131
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adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan
terhadap pemgumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.39
ZIS yang merupakan tongkak ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan
seharusnya kembali diperhatikan. Sebab, ZIS merupakan sebuah potensi besar yang
dapat menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh
pendahulu-pendahulu Islam. Andai saja konsep ZIS diterapkan, baik secara nasional
maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan dapat teratasi
dengan segera.
Sebagai negara yang mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia, persoalan
ZIS pun menjadi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Sejarah perkembangan ZIS di Indonesia mengalami jalan panjang hingga saat ini.
Sejak Islam masuk ke Indonesia, secara otomatis ajaran ZIS pun langsung
berakumulasi dengan kehidupan masyarakat. Namun kultur Indonesia yang mewarisi
kebudayaan lama tidak dapat hilang dari kebiasaan masyarakat. Hingga saat ini,
masyarakat memahami bahwa ZIS harus diberikan kepada golongan masyarakat
tertentu (ulama dan bangsawan), akibat warisan kebudayaan tersebut. Barangkali,
hanya sedikit saja dana ZIS yang benar-benar sampai kepada yang berhak.40
Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtimaiyyah, yang harus dikelola
secara profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang
membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan
39
40Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Ed. 1 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 70
45
tuntutan agama. Apabila ZIS memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil
guna zakat, infaq, dan sedekah.41
Di era reformasi, zakat semakin mendapat tempat dalam tatanan hukum
Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang. Keputusan
Presiden dan Keputusan Menteri tentang zakat, yaitu sebagai berikut:
1. Pada tanggal 23 September 1999, disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dan pada tanggal itu pula diundangkan pula oleh
Menteri Negara Sekretaris Negara RI, Muladi, dengan Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 164.
2. Tahun yang sama, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Tahun 2001, dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang
badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS).
4. Tahun 2003, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat.42
Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.38 Tahun 1999 dan
Keputusan Menteri Agama No. 15 Tahun 1999, maka hendaklah organisasi Badan
Amil Zakat (BAZ) yang ada selama ini perlu disesuaikan dengan menempatkan
41 Rahmawati Muin.
42 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam , h. 71.
46
tenaga pengelola yang memiliki sifat STAF. Pengelolaan dana umat di Indonesia
dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan
cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan
muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan baik dalam
pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
Namun demikian, apabila diinginkan, maka muzakki dapat melakukan
perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama,
akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya,
maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Sementara Dompet Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat dalam mengelola
dana umat, sebelum melakukan penghimpunan terlebih dahulu membuat program-
program diantaranya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dan dana umat
seperti zakat, infaq, dan sedekah yang telah terkumpul akan disalurkan melalui
program-program tersebut. Bahkan melalui program tersebut menjadi penawaran
kepada muzakki atau perusahaan-perusahaan yang berkompeten untuk mengeluarkan
dananya. Sedangkan pilar utama manajemen pengelola Dompet Dhuafa Kota
Makassar sebaga Lembaga Amil Zakat yaitu:
a) Amanah
Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat.
Pengelolaan dana umat sangat membutuhkan sikap amanah. Tidak eksisnya
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Dompet Dhuafa sebagai LAZ disebabkan hilangnya rasa kepercayaan
terhadap lembaga.
b) Profesional
Efisiensi dan efektifitas manajemen memerlukan sikap profesional dari
semua pegurus Dompet Dhuafa Kota Makassar.
c) Transparan
Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam
pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses para
muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolahkan akan menambah
rasa percaya terhadap lembaga.
Lembaga Dompet Dhuafa adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang
memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf secara lebih
profesional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan
komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.
Semangat membumikan nilai spritualitas menjadi kesalehan sosial membingkai gerak
lembaga ini sebagai mediator antara nilai kepentingan muzakki dan mustahiq. Antara
yang memberi dan menerima, antara para orang kaya dan mereka yang dhuafa
sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya. Harmoni ini semakin
hangat dengan dukungan para muzakki dan mitra lembaga.
a. Manajerial Muzakki
Pertama, perlunya ada kerja sama antara Baznas dan lembaga pemerintah
lainnya perlu ditingkatkan, dalam hal ini Baznas perlu menggandeng Departemen
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Keuangan. Salah satu langkah baik pemerintah, meski sangat kontroversial yaitu
Sunset Policy untuk mendongkak penambahan jumlah pemegang Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) melalui pembebasan biaya fiskal luar negeri bagi pemegang
NPWP dan menaikkan hingga 150% bagi yang tidak memiliki NPWP. Sehingga
jumlah NPWP ini meningkat secra tajam dalam waktu yang relatif singkat. Dengan
penambahan ini, maka Baznas dan Depkeu dapat saling bertukar data, siapa saja
pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belum memilki Nomor Pokok
Wajib Zakat (NPWZ) dan siapa saja pemegang NPWZ yang belum memiliki NPWP.
Kedua, memperkuat database muzakki dan mustahiq dengan lebih baik. Ini
adalah kelemahan umum dari lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada, baik BAZ
maupun LAZ. Sering kali lembaga pengelola zakat tidak memahami urgensi memiliki
memiliki database yang baik, serta kurang memahami data-data apa saja yang harus
dikumpulkan dan dimilikinya. Karena itu, penulis memandang perlu diciptakannya
blue print pengembangan database yang terstandardisasi, sehingga akan tercipta data
secara nasional yang sama.
Ketiga, yaitu perlunya koordinasi zakat satu atap. Ada banyak keuntungan
yang didapat jika zakat dikelola satu atap. Pertama, dari sisi sinergi dan koordinasi
anatar BAZ dan LAZ, pengelolaan zakat satu atap akan memberikan banyak
kemudahan dan percepatan, sehingga potensi dan kelebihan setiap lembaga zakat
yang ada dapat dioptimalkan. Kedua, dari aspek sosialisasi, akan lebih memeprluas
jangkauan dan cakupan wilayah sosialisasi zakat, baik secara toritorial maupun
berdasarkan segmen masyarakat. Baznas harus difungsikan sebagai payung yang
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menaungi BAZ dan LAZ yang ada. Karena itu, hal tersebut harus dinyatakan secara
eksplisit dalam undang-undang zakat.
Keempat, adalah melakukan ekspansi zakat secara besar-besaran dengan
menggarap sektor koporasi secara lebih intensif. Fatwa MUI yang mewajibkan Zakat
perusahaan pada sidang Komisi Fatwa MUI di Padang akhir Januari 2009 lalu dapat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang selama ini, telah terjalin kerja sama
dengan BUMN peduli, namun hal tersebut belumlah cukup, mengingat belum
optimalnya penggalian dana Zakat perusahaan, baik BUMN, BUMD maupun
perusahaan- perusahaan swasta.
Kelima, adalah mendorong kerja sama Internasional antara negara Islam
dalam mengembangkan dunia perzakatan. Indonesia tidak bisa sendirian, inilah masa
yang tepat untuk menumbuhkan semangat kerja sama dan saling membantu antar
komponen umat dunia. Pemerintah tetap harus mendorong kerja sama dan koordinasi
yang lebih kuat antar Baznas, Depag, dan Deplu dalam mengembangkan diplomasi
iakat internasional.43
b. Perencanaan Pengelolaan Dana Umat
1. Perencanaan Strategi Kelembagaan
Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya
apa yang harus dilakukan, kapan, bagiamana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik
dapat dicapai dengan menpertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam
43 Rahmawati Mui, h. 112-115.
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mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode
sekarang pada saat rencana dibuat.
Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai
tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena
fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi
pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.44
2. Perencanaan Tujuan Kelembagaan
Merupakan suatu keniscayaan jika sebuah lembaga mempunyai perencanaan
tujuan kelembagaan. Secara praktis definisi tujuan merupakan sesuatu yang ingin
dicapai. Dalam Islam, tujuan apapun yang ingin dicapai harus tetap mengalami
prinsip syari’at, lebih-lebih dengan lembaga atau badan ZIS. Sebagai bagian dari
ajaran Islam, ZIS harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan nilai-
nilai ajaran Islam. Sejak menggagas konsep perencanaan, rekrutmen,
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruhnya mengacu pada
prinsip-prinsip syari’at.
Dalam pengelolaan ZIS, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:
a) Memudahkan muzakki menunaikan kewajiban berzakat.
b) Menyalurkan ZIS yang terhimpun kepada mustahiq yang berhak
menerimanya.
c) Mengelola ZIS ternyata memprofesionalkan organisasi ZIS itu sendiri.
44Fakhruddin, Ekonomi Islam, h.268-267.
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d) Terwujudnya kesejahteraan sosial.45
Sedangkan tujuan dan hikmah pengelolaan Dompet Dhuafa Kota Makassar
yaitu:
a) Zakat, infaq, dan sedekah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para
mustahiq, terutama fakir miskin. Terutama di dalamnya membantu di bidang
pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
b) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah
ZIS, karena masih banyak masyarakat kaya yang belum menunaikannya.
c) Zakat, infaq, dan sedekah terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk
membangun umat, seperti untuk membangun sarana pendidikan yang unggul
tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan
komunikasi serta lainnya.
d) Zakat, infaq, dan sedekah terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional,
spritual, dan sosial. Artinya kesediaan berzakat, infaq, dan sedekah ini akan
mencerdaskan untuk mencintai sesamanya terutama kaum dhuafa.
e) Zakat, infaq, dan sedekah akan mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan,
keamanan dan kesejahteraan hidup.
f) Zakat, infaq, dan sedekah terkait dengan upaya menumbuh kembangkan harta
yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya.
g) Zakat, infaq, dan sedekah juga akan menyebabkan orang semakin giat
melaksanakan ibadah mahdah seperti shalat dan lainnya.
45 Fakruddin, ekonomi islam, h. 276-277
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h) Zakat, infaq, dan sedekah mencerminkan semangat sharing economy artinya
semangat berbagi yang termasuk solusi untuk mengatasi masalah ekonomi.
i) Zakat, infaq, dan sedekah juga sangat berguna dalam mengatasi berbagai
macam musibah yang terjadi.46
Manfaat ZIS dikelola oleh Lembaga (BAZ dan LAZ) yaitu:
a) Lebih sesuai dengan tuntutan Syari’ah (al-Qur’an) dan sirah nabawiyyah
maupun sirah para sahabat dan tabi’in.
b) Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar ZIS.
c) Untuk menjaga perasaan rendah diri mustahiq apbila berhadapan untuk
menerima  dana ZIS dari para muzakki.
d) Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas serta sasaran dalam penggunaan dana
ZIS menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
e) Untuk memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan
pemerintahan yang Islami.47
F. Perbedaan dan Persamaan Dompet Dhuafa dengan BAZ
1. Perbedaan Dompet Dhuafa (LAZ) dengan BAZ
BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sejak
tingkat Nasional sampai tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa dan
kelurahan. Kepengurusannya terdiri atas unsur pemerintah. Rujukan atau landasan
Syari’ahnya adalah al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103. Sedangkan LAZ adalah
46 Didin Hafidhuddin, Fiqh Zakat, http://zisqatar.files.wordpress.com/2008/08/fiqh-zakat-
contoh-perhitungan-zakat-08-08-08.pdf , (21 oktober 2014) .
47 Didin Hafidhuddin, Fiqh Zakat, h. 14
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organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan
oleh masyarakat. Kepengurusannya seluruhnya terdiri atas unsur masyarakat.
Rujukan atau landasan syari’ahnya tidak akan kita jumpai karena memang tidak ada
dalam al-Qur’an maupun dalan as-Sunnah.48 Sementara Dompet Dhuafa merupakan
Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Sebagaimana Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat memiliki berbagai
tingkatan, yaitu:
a. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
b. Daerah provinsi, dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama Provinsi.
c. Daerah Kabupaten atau Kota, dilakukan oleh Bupati atau Walikota atas
usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
d. Kecamatan dikukuhkan oleh Camat atau Walikota atas Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Kota.
Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah Lembaga Amil Zakat harus
memenuhi dan melemparkan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Akte pendirian (berbadan hukum).
2. Data muzakki dan mustahik.
3. Daftar susunan pengurus.
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka
48Muchtar Zarkasyi , Integrasi LAZ Ke Dalam BAZ
file:///C:/Users/Pondok/Documents/Integrasi-LAZ-Ke-Dalam-BAZ.htm ( 29 oktober 2014) .
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menengah, dan jangka panjang.
5. Neraca atau laporan posisi keuangan.
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Hanya Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja
yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari
muzakki yang membayar dananya. Bentuk badan hukum untuk Lembaga Amil Zakat,
yaitu yayasan, karena Lembaga Amil Zakat termasuk organisasi nirlaba, dan badan
hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk
laba.49
Dibandingkan dengan BAZ, LAZ lebih berhasil memanfaatkan peluang UU
38 Tahun 1999, karena tiga faktor. Pertama, LAZ relatif terbebas dari birokrasi dan
kepentingan politik pemerintahan. BAZ terjebak diantara kepentingan politis aparatur
pemerintah. Kondisi ini sangat menyulitkan BAZ untuk secara lincah memanfaatkan
peluang. Mekanisme penyesuaian struktur dan SDM di LAZ dapat dilakukan kapan
saja menyesuaikan kesempatan atau hambatan yang muncul. Hal tersebut tidak dapat
dilakukan oleh BAZ sebagai ‘organ’ pemerintah. Kebijakan operasional LAZ
ditentukan oleh sedikit orang menurut kewenangan yang sudah ditentukan, sehingga
dapat cepat dilakukan. Struktur LAZ ditentukan utamanya berdasarkan kebutuhan
organisasi, BAZ masih harus mengakomodasi kepentingan politis diluar
49 http://andriansyah007.blogspot.com/2014/10/baz-dan-laz.html ( 29 oktober 2014).
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organisasinya. Struktur LAZ lebih ramping, struktur BAZ lebih gemuk dan seringkali
lebih kepada kebutuhan prestise.
Kedua, LAZ tidak dapat bergantung pada siapapun kecuali dirinya. Ini
memaksa pengelola LAZ untuk tampil lebih agresif dalam menjamin
keberlangsungan organisasi dan program-programnya. Pada gilirannya, ini
mendorong pengelola menjadi lebih kreatif, adaptif menyesuaikan diri dengan
kebutuhan donatur, dan mengembangkan pola komunikasi yang lebih kreatif.
Pengelola LAZ juga harus ‘bersaing’ dengan lembaga sejenis, yang sama agresif dan
kreatif. Meski kemudian terlihat perbedaan fokus program, secara keseluruhan,
perbaikan yang signifikan pada tawaran layanan, baik bagi dhuafa maupun muzakki.
Sementara itu, secara keseluruhan BAZ melihat pegawai negeri sebagai captive
market-nya. Dengan dukungan instruksi vertikal kepala daerah, BAZ lebih fokus
pada ‘segmen’nya dengan tingkat kritis yang lebih tidak setara. Ditambah dengan
dukungan anggaran dan fasilitas lainnya seperti PNS yang ditugaskan sebagai
pengelola, BAZ tidak menghadapi tekanan nyata seperti LAZ.
Ketiga adalah kepercayaan publik. BAZ berangkat dari posisi yang lebih
sulit dibandingkan LAZ. Pengelolaan sebelum UU 38 dilahirkan, tidak segera dapat
dihapus dari benak donatur secara keseluruhan. Ketika informasi telah sangat baik,
edukasi juga sama baiknya, kesadaran yang timbul berhadapan dengan citra masa
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lalu. Meskipun telah memperbaiki kinerja, label pemerintah pada BAZ tetap
menimbulkan tantangan tersendiri.50
2. Persamaan Dompet Dhuafa (LAZ) dengan BAZ
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas pokok yang
sama yaitu mengumpulkan dana umat seperti zakat, infaq, sedekah serta dana sosial
lainnya dari muzakki baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh
bagian pengumpulan atau melalui Unit Pengumpul zakat. Badan Amil Zakat dan
Lembaga Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas
setiap zakat yang diterima. Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus
mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
a.  Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil zakat atau nomor
lengkap pengukuhan Lembaga Amil zakat.
b.  Nomor urut bukti setoran.
c. Nama dan alamat muzakki, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila
zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangi dari penghasilan kena pajak
penghasilan.
d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta
dicantumkan tahun haul.
e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil
Zakat, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga
Amil Zakat.
50 file:///C:/Users/Pondok/Documents/Perbedaan laz dan baz.htm ( 4 November 2014) .
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Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan
bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana dana umat dari harta
muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki. Kerjasama dimaksud dapat
dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.  Badan
Amil Zakat atau Lembaga  Amil Zakat wajib menyalurkan dana umat yang telah
dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum
Islam.
Penyaluran dana umat kepada mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan
harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-
masing. Penyaluran dana umat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu
mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat
mendesak/darurat. Penyaluran dana umat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu
membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan
maupun secara kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.
Selain itu, Penyaluran dana umat harus memperioritaskan kebutuhan mustahiq di
wilayahnya masing-masing, kecuali penyaluran dana umat seperti zakat yang
dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dapat diberikan kepada mustahiq di
seluruh Indonesia. Lain halnya Dana non zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, waris,
wasiat, dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif. Dalam hal tertentu, Badan
Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat menyalurkan dana umat ke luar wilayah
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kerjanya, dengan terlebih dahulu mengadakan kordinasi dengan Badan Amil Zakat




Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap
situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh
51 Zainuddin Ali, Manajemen Pengelolaan Zakat.
file:///C:/Users/Pondok/Documents/manajemen-pengelolaan-zakat.html (5 November 2014).
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kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang
diperoleh dari situasi yang alamiah.
B. Teknik Penentuan Lokasi
1. Waktu Penelitian
Penelitian terhadap sistem Manajemen Dana Umat pada Dompet Dhuafa di
Kota Makassar dilaksanakan sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan
tanggal 20 November 2014.
2. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilaksanakan di Lembaga Dompet Dhuafa Kota Makassar
dengan alamat Jl. Sam Ratulangi No.49.
C. Metode Pendekatan
Pendekatan manajemen dakwah yaitu pendekatan yang lebih menekankan
pada proses manajemen  pada fungsinya sebagai sebuah media dakwah Islam.
Dalam hal ini akan dikaji dari aspek fungsinya sebagai sebuah lembaga dakwah
dengan Sistem Manajemen Dana Umat pada Dompet Dhuafa Makassar.
D. Informan Penelitian
Informan  penelitian ini di ambil dari Lembaga dompet dhuafa Makassar
sebanyak 3 orang.
NO Nama Umur Jabatan
1 Isra Prasetya Idris, SS. S.Kom 40 General Manajer
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2 Enawan Farid Kusuma, SE 35 Manajer Program
3 Andi Yulianti 40 Ketua RT
E. Metode Pengumpulan Data
Setiap penelitian cukup banyak cara yang digunakan sebagai alat pengukuran
data-data yang telah ditemukan dalam penelitian lapangan.
Data-data yang diukur pada penelitian tersebut adalah data primer berupa
penelitian langsung ditemukan atau diperoleh pada objek penelitian. Demikian pula
data sekunder selaku data pendukung yang didapat seperti melalui penelitian
dokumentasi.
Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai
berikut:
1. Kajian Pustaka (Library Research)
Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengkajian dan
pencatatan terhadap berbagai literatur yang hubungannya dengan permasalahan yang
dibahas, baik terhadap buku, majalah dan dokumen-dokumen yang tertulis yang
biasanya didapatkan melalui perpustakaan atau tempat di mana terdapat buku-buku
serta sumber-sumber lain.
Pengukur penelitian perpustakaan ini dilakukan secara:
a) Kutipan Langsung, yaitu penulis secara langsung dari suatu buku atau
karya ilmiah tanpa mengubah kata-kata dalam tulisan dikutip
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b) Kutupan Tidak Langsung, yaitu penulis mengutip suatu pendapat dengan
merubah redaksi, ulasan, dan uraian-uraian sehingga terdapat perbedaan
dengan aslinya namun maksud dan tujuannya sama.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian Lapangan yaitu penulis mengadakan penelitian di lapangan untuk
mendapatkan data-data konkrit yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Dalam
pengumpulan data di lapangan lewat metode ini, penulis menggunakan tehnik-tehnik
sebagai berikut:52
a) Observasi
Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau
peninjauan secara cermat. Sedangkan para ahli memberikan pemahaman
observasi sebagai berikut:
Alwasilah C. (2003:211) menyatakan bahwa, observasi adalah penelitian
atau pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang
dikontrol validitas dan reliabilitasnya.
Syaodih N (2006:220) Mengatakan bahwa, observasi (observation) atau
pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan
mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
Dari semua pendapat tersebut terdapat suatu kesamaan pemahaman
bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik
52Jumiati H. Alimuddin, “ Pendayagunaan Zakat dalam Aplikasinya Mengurangi Kemiskinan
di Makassar (Studi Kasus Rumah Zakat Indonesia Cabang Makassar).” Skripsi Sarjana, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar. H. 45-46
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secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus
dikumpulkan dalam penelitian.53
b) Wawancara (Interview)
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal
semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.54 Melaksanakan
teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan
antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan
maksud menghimpun informasi dari interviewee.55 Adapun yang penulis
wawancarai dalam penelitian ini adalah pihak dari Manajer Domper Dhuafa
beserta amil-amilnya yang dianggap perlu dalam melengkapi data penulis.
Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.
Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun
komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Hubungan antara
pengenterview dan yang diinterview bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam
jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Hubungan dalam interview
biasanya seperti antara orang asing yang tak berkenalan, namun pewawancara
harus mampu mendekati responden, sehingga ia rela memberikan keterangan
yang kita inginkan.
53 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 2 Bandung:
ALFABETA cv, 2010,) h. 104-105.
54S. Nasution, Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah (Ed.1. cet. 10 Jakarta: Bumi Aksara,
2008), h. 113.
55 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 129.
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Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan
untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam.
Sebagai pegangan peneliti dalam penggunaan metode interview adalah bahwa
subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya
secara ideal yang akan diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya. Dengan
demikian dapat mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya
merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah
kajian dari sumber yang relevan yang berupa pendapat, kesan, pengalaman,
pikiran dan sebagainya Dalam interview peneliti menerima informasi yang
diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui, atau tidak
menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertyujuan untuk memperoleh data
yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat
umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain.56
Sebelum melakukan wawancara, perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Kemukakan maksud wawancara dalam rangka tujuan penelitian dengan
bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
56 S. Nasution, Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah , h. 114.
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b. Pergunakan gaya bicara yang sopan dengan nada dan irama yang menarik
tetapi tanpa dibuat-buat atau diusahakan agar pembicaraan dirasakan
bebas.57
c) Dokumentasi
Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian
kualitatif adalah dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang
berasal dari bahasa Latin yaitu docere, yang berarti mengajar. Dokumen
merupakan sumber informasi yang bukan manusia (non human resources).
Nasutin (2003: 85), menyebutkan bahwa ada pula sumber non manusia, (non
human resources) diantaranya dokumen, dan bahan statistik. Secara bebas dapat
diterjemahkan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang
ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian dan
dokumen-dokumen. Dokumen kantor termasuk lembaran internal, komunikasi
bagi publik yang beragam, file siswa dan pegawai, deskripsi program dan data
statistik pengajaran.
Gottschalk (1986:38) mengungkapkan bahwa para ahli sering
mengartikan dokumen dalam dua pengertian, yaitu pertama, sumber tertulis bagi
informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak,
peninggalan-peninggalan terlukis, petilasan-petilasan arkeologis. Kedua,
diperuntukkan bagi surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang,
57 Jumiati H. Alimuddin, Pendayagunaan Zakat dalam Aplikasinya Mengurangi Kemiskinan
di Makassar (Studi Kasus Rumah Zakat Indonesia Cabang Makassar , h. 47.
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hibah, konsesi dan lainnya. Dokumen dalam pengertiannya yang lebih luas
menurut Gottschalk (1986: 38) dapat berupa setiap proses pembuktian yang
didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan,
gambaran, atau arkeologis. Dalam kepentingan penelitian, orang membutuhkan
dokumen sebagai bukti otentik dan mungkin juga menjadi pendukung suatu
kebenaran.58
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data
Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan mapun data
lapangan maka selanjutnya mengola data dengan menggunakan teknik deskriptif
kualitatif dengan memberikan gambaran yang jelas dengan menggunakan metode
sebagai berikut. Metode Induktif  yaitu suatu metode analisis atau teknik penelitian
yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat khusus lalu pada yang bersifat umum.
Langkah analisis data ini melalui beberapa tahap yaitu: mereduksi data,
menyajikan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen
tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan analisis data.
Ketiga inilah yang akan menjawab permasalahan penelitian.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
58 Djam’an Satori dan Aan Kamariah, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 146-147
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A. Profil Dompet Dhuafa Kota Makassar
Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat
Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa
dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) serta dana lainnya yang
halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Kelahirannya
berawal dari komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin,
maka digagaslah penggalangan dana untuk nasib kaum dhuafa. Empat orang
wartawan yaitu Parni Hadi, Haidir Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo bersama
sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa Republika.
Sejak kelahiran Harian Umum Republika awal 1993, kemudian diresmikan
sebagai lembaga sosial terbuka berbentuk yayasan di tahun 1994 telah membuktikan
dalam dunia layanan sosial, khususnya pada lingkup dunia perzakatan nasional.
Pada tahun-tahun awal Dompet Dhuafa mampu menunjukkan inovasi dan
mencatat berbagai pencapaian penting dalam aktivitas sosial kemasyarakatan berbasis
pengumpulan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf). Semenjak diresmikan
sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional pertama 2001, kiprah Dompet Dhuafa di
dunia zakat semakin maju.
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Dompet Dhuafa saat itu dikenal juga sebagai lembaga filantropi59
kemanusiaan dengan respon terhadap kejadian bencana yang paling sering menangani
berbagai hal untuk membantu korban bencana. Bekerja dengan tulus dan tanpa
mengenal lelah merupakan bagian dari semangat pengurus Dompet Dhuafa yang
telah diasah dalam berbagai medan aktivitas kepedulian di berbagai bidang.
Aktivitas peduli kesehatan yang dikomandoi LKC (Layanan Kesehatan Cuma-
cuma), pemberdayakan masyarakat Mandiri, dan Lembaga Pengembangan Insani di
ranah pendidikan merupakan beberapa aktivitas Dompet Dhuafa yang fenomenal
dalam pengembangan aktivitas Dompet Dhuafa.
Sementara itu, aktivitas luar biasa seperti Tebar Hewan Kurban (THK) dan
Aktivitas Tanggap Bencana tetap menjadi aktivitas utama yang terus mendapat
sambutan dari berbagai kalangan dan menjadi ladang luas menabur benih kebersaman
dengan lembaga filantropi di skala nasional maupun internasional.
Apalagi kala itu, masyarakat luas telah terlibat menyalurkan ZISnya melalui
Dompet Dhuafa. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompet Dhuafa
tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan.
Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH pada tanggal
59 Filantropi, (bahasa Yunani: philein berarti cinta, dan anthropos berarti manusia) adalah
tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan
tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang
memberikan banyak dana untuk amal. Biasanya, filantropi seorang kaya raya yang sering
menyumbang untuk kaum miskin.
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14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No.
163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat, Dompet Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh
masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompet
Dhuafa Republika sebagai Lembaga Zakat Tingkat Nasional.60
Visi dan Misi:
1. Visi: Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumberdaya lokal
melalui sistem yang berkeadilan.
2. Misi:
a. Terwujudnya nilai kemanusiaan dan kemandirian.
b. Melakukan optimalisasi penggalangan sumber daya masyarakat.
c. Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan
masyarakat global.
d. Mengembangkan zakat sebagai pilihan alternatif dalam pengentasan
kemiskinan.
e. Menumbuhkan dan mendayagunakan aset masyarakat melalui ekonomi
berkeadilan.
60 www.dompetdhuafa.org, (25 Oktober 2014).
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1. Struktur Organisasi Dompet Dhuafa Kota Makassar
Dompet Dhuafa Kota Makassar memiliki struktur organisasi yang saling
berkaitan dan mendukung antara satu sama lain, lebih jelasnya dapat dilihat di bawah
ini:
ADVISOR GENERAL MANAGER
Isra Prasetya Idris, SS.S.Kom
FUNDRAISING
















2. Tugas dan Fungsi Keorganisasian Dompet Dhuafa Kota Makassar
Tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bagian organisasi Dompet Dhuafa Kota
Makassar adalah sebagai berikut:
1. Advisor
Bertugas untuk melakukan pengawasan, kebijakan dan pengelolaan Dompet
Dhuafa. Berwenang untuk meniliti catatan yang ada dan mendapatkan segala
keterangan yang diperlukan.
2. General Manager
General Manager bekerja sama dengan Dewan Pengawas membuat visi
strategis yang sejalan dengan tujuan organisasi, dan mengarahkan sumber daya
organisasi untuk mencapai visi tersebut. Membuat sebuah agenda kerja yang efektif
dan memastikan pemenuhan kinerja dievaluasi secara berkesinambungan,
penanggung jawab tertinggi prosedur dan proses administrasi organisasi untuk
melaksanakan secara bertanggung jawab sumber daya perusahaan baik dalam bentuk
sumber daya manusia maupun finansial, secara efektif dan efisien.
3. Fundraising
Bertugas untuk menghimpun dana ZISWAF, menambah calon muzakki
(donatur) atau memperbanyak muzakki, meningkatkan atau membangun citra




Bertugas menjelaskan tentang proses penerimaan proposal/ide, verifikasi,
survei, implementasi, dan monitoring evaluasi beserta dengan pelaporan program
kepada pihak ketiga. Juga bertugas sebagai penyalur dari semua program yang ada
pada lembaga Dompet Dhuafa mulai dari program Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi,
kampung inspiratif dan program kebencanaan.
5. Keuangan
Bertugas untuk menjelaskan proses penerimaan, pengeluaran, dan
pengendalian dana, serta fungsi pencatatan dan pelaporan keuangannya.
3. Program Dompet Dhuafa Saat ini
“Program besar pada Dompet Dhuafa yaitu program ekonomi, program
pendidikan, program kampung inspiratif, program kesehatan seperti LKC
(Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) dan RBC (Rumah Bersalin Cuma-Cuma),
dan program kebencanaan”.61
a. Program Ekonomi
Merupakan salah satu rumpun program Dompet Dhuafa Kota
Makassar. Yamg termasuk dalam program ini di antaranya pemberdayaan
pedagang beruncong, sebelumnya telah diberdayakan pedagang coto keliling,
pemberdayaan rumput laut, peternakan, pertanian, dan usaha mikro (UKM)
yang dinamakan Klaster Mandiri yang telah dijalankan di daerah Bantaeng.
61 Enawan Kusuma, Manager Program Dompet Dhuafa Kota Makassar, wawancara ,
Makassar , 3 November 2014.
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b. Program Pendidikan
Di antaranya yaitu mendirikan SKOCI (Sekolah Cerdas Indonesia)
yang terdapat di daerah Maccini Sombala (Tanjung Bunga) yang merupakan
layanan pendidikan gratis untuk anak jalanan. Di dalam program ini, semua
perlengkapan sekolah mulai dari biaya sekolah, seragam, dan buku-buku
semuanya ditanggung. Selain SKOCI ada juga Akselarasi Smart Indonesia
yang merupakan sekolah menengah (SMP-SMA) berasrama dan bebas biaya.
Sekolah ini terletak di Porong (Bogor). Penerima manfaat dalam program ini
adalah siswa lulusan Sekolah Dasar yang memiliki potensi umum namun
terkendali di bidang ekonomi.
c. Program Kesehatan
Dalam program ini terdapat LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma)
dan RBC (Rumah Bersalin Cuma-Cuma) bagi kaum Dhuafa. Di dalam
program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) terdapat POS SEHAT, aksi
layanan sosial. POS SEHAT didirikan di tempat yang rawan atau yang minim
kesehatannya. POS SEHAT sudah terdapat di beberapa wilayah di Makassar
di antaranya di Tamanagapa (Antang) yang beroperasi setiap hari Kamis,
Racing di bagian pemukiman kumuh, di jalan Bung (Jl.Urip Sumoharjo), dan
di Maccini Sombala. Sementara ALC (Aksi Layanan Sosial) yang bertujuan
menjangkau tempat-tempat yang kesehatannya minim. Layanan ini adalah
layanan mobile yaitu datang ke tempat yang padat, kumuh, dan miskin yang
telah diberlakukan di daerah Palangga.
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d. Program Kampung Inspiratif
Program ini berawal dari satu kampung yang namanya kampung
Lajukang yang merupakan kampung terluar di Makassar, sekitar 3 jam dari
Makassar. Di kampung tersebut ada seorang Bapak buta. Kemudian di dalam
pulau itu dia tinggal bersama istrinya. Bapak tersebut dianggap berjasa karena
beliau bisa memelihara kelestarian pantai yang ada di pulau tersebut. Melalui
program ini Dompet Dhuafa memberikan bantuan seperti membangunkan
rumah, pemberian jala ikan, dan satu perahu motor.
e. Program Kebencanaan
Program ini dinamakan DMC (Decester Manajemen Center) atau biasa
disebut Relawan Indonesia yang menangani masalah kebencanaan. Selain itu,
dalam program ini juga terdapat program Trauma Center yang merupakan
program yang mengumpulkan masyarakat terutama anak-anak yang terkena
bencana yang bertujuan meningkatkan keceriaan masyarakat yang terkena
bencana.
Agar dapat dipercaya oleh masyarakat, Dompet Dhuafa harus
menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang meliputi
kelembagaan, legalitas dan struktur organisasi, aspek sumber daya manusia
serta aspek sistem pengelolaan. Organisasi pengelola zakat harus memiliki
sistem pengelolaan yang baik dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai
berikut:
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a. Memiliki Sistem, Prosedur dan Aturan yang Jelas
Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan
ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Hal ini
menyebabkan keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur
seseorang, tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM sekalipun,
aktivitas lembaga tidak akan terganggu karenanya.
b. Manajemen Terbuka
Karena Dompet Dhuafa merupakan LAZ yang  tergolong lembaga
publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka.
Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola
dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang
melibatkan unsur luar yaitu masyarakat itu sendiri.
c. Mempunyai Rencana Kerja
Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan
sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas
Dompet Dhuafa akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya
rencana kerja yang baik itu berarti 50% target telah tercapai.
d. Memiliki Komite Penyaluran
Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus
ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya
adalah dibentuknya Komite Penyaluran. Tugas dari komite ini adalah
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melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan
dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai
dengan ketentuan syari’ah, prioritas dan kebijakan lembaga.
e. Memiliki Sistem Akuntansi dan Manajemen Keuangan
Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat,
Dompet Dhuafa harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan
yang baik.
f. Publikasi
Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai
bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola. Caranya dapat
melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV dikirim
langsung kepada para donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada
di kantor Dompet Dhuafa. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain
laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain
sebagainya.
B. Sistem Pengumpulan Dana Umat pada Dompet Dhuafa Kota Makassar
Dompet Dhuafa dalam menghimpun dana ZISWAF, melalui muzakki
(donatur) atau memperbanyak muzakki, dengan melalui via rekening, via counter
dengan cara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung para donatur bisa
menyetor langsung ke bank yang bersangkutan sedangkan secara tidak langsung
biasanya para donatur memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan yang sedang
berlangsung tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Serta  mendata para donatur yang
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ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan  dalam
hal ini kaum dhuafa.
“Sebelum menghimpun dana, Dompet Dhuafa membuat program terlebih
dahulu yang berbasis pada tiga program besar diantaranya yaitu program
Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan. Setelah program dibuat dari awal,
penghimpunan dana tersebut langsung disalurkan melalui program-program
yang telah dibuat oleh Dompet Dhuafa”.62
Setelah program dibuat dari awal, penghimpunan dana tersebut langsung
disalurkan melalui program-program yang telah dibuat oleh Lembaga Dompet
Dhuafa bahkan program tersebut menjadi penawaran kepada muzakki atau
perusahaan-perusahaan yang berkompeten untuk mengeluarkan dananya dengan kata
lain menjalin hubungan kemitraan.
Dompet Dhuafa Kota Makassar sebagai Lembaga Amil Zakat yang
mempunyai tanggung jawab utama yakni mengelola dana umat secara profesional.
Sebagaiman yang tedapat dalam pasal 13 UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat bahwa objek yang diatur tidak hanya zakat, melainkan juga infaq, sedekah,
hibah, wakaf, wasiat, waris, dan kafarat. Akan tetapi objek pengelolaan Dompet
Dhuafa Kota Makassar, selain zakat, juga mengelola dana-dana lain seperti infaq,
sedekah dan wakaf.
Adapun data pengumpulan dana umat pada Dompet Dhuafa Kota Makassar
yaitu sebagai berikut:
62 Isra Presetya Idris, “General Manager  Dompet Dhuafa Kota Makassar, wawancara,
Makassar,  3 November 2014.
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Tabel 4.1







1. Via Counter 288.501.400 176.526.525
2. Via Rekening 50.120.700 105.266.100
Jumlah 338.622.100 281.792.625
Sumber Data Sekunder Dompet Dhuafa Kota Makassar
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari Rp.338.622.100 dana ZISWAF yang
terkumpul pada tahun 2012, melalui mekanisme Via Counter sebesar Rp.288.501.400
dan yang terkumpul melalui Via Rekening sebesar Rp.50.120.700, sedangkan pada
tahun 2013 dari Rp.281.792.625 terdapat Rp.176.526.525 yang terkumpul melalui
mekanisme Via Counter dan Via Rekening sebesar Rp.105.266.100.
Tabel 4.2
Mekanisme Pengumpulan Dana Umatdi Dompet Dhuafa
Tahun 2012-2013
No Dana Umat Tahun
2012 2013
Rp Rp
1. Zakat 219.840.300 209.730.314
2. Infaq 42.520.100 51.563.311
3. Sosial 14.650.000 20.625.324
Jumlah 277.010.400 282.018.949
Sumber Data Sekunder Dompet Dhuafa Kota Makassar
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa  dari Rp.277.010.400 dana umat yang
terkumpul pada tahun 2012, di mana dana zakat sebesar Rp.219.840.300, Infaq
sebesar Rp.42.520.100, dan sosial sebesar Rp.14.650.000. Sedangkan pada tahun
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2013 menunjukkan dari Rp.282.018.949, di mana dana zakat sebesar
Rp.2019.730.314, Infaq sebesar Rp.51.563.311, dan sosial sebesar Rp.20.625.324.
C. Sistem Pendistribusian Dana Umat pada Dompet Dhuafa Kota Makassar
Dalam hal penyaluran atau pendistribusian dana umat, maka pihak pengelola
harus mengetahui dengan baik kedelapan asnaf yang berhak menerima dana umat
tersebut dengan beberapa cara yaitu:
e. Konsumtif Tradisional
Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisonal maksudnya adalah bahwa
zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi
sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir
miskin yang biasa diberikan oleh amil pada saat idul fitri atau pembagian zakat mal
secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan
karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah
f. Konsumtif Kreatif
Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan
dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan umtuk membantu orang miskin dalam
mengatasi permasalahn sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut
antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana
ibadah, seperti mukena dan sejadah, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk
petani, gerobak sayur untuk pedagang sayur, dan sebagainya.
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g. Produktif Konvensional
Pendistribusian Zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang
diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan
barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha seperti
pemberian ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan,
mesinjahit, dan sebagainya.
h. Produktif Kreatif
Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan
dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial,
seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai
modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau
pengusaha kecil.
Menurut General Manager Dompet dhuafa Kota Makassar mengatakan bahwa
dana umat dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif
dengan tujuan utamanya agar mustahiq lebih mandiri.63 Untuk kebutuhan konsumtif
seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sedangkan untuk kebutuhan produktif
seperti Klaster Mandiri yang di dalamnya terdapat pemberdayaan rumput laut,
pertanian, peternakan, dan usaha mikro (UKM) serta pemberdayaan pedagang coto
keliling dan pedagang beroncong. Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa untuk zakat
konsumtif pada tahun 2012 dana yang disalurkan sebanyak Rp.236.900.752 dan pada
tahun 20113 sebanyak Rp.188.409575. sedangkan pada tabel 4.5 untuk zakat
63 Isra Presetya Idris, “General Manager  Dompet Dhuafa Kota Makassar.
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produktif pada tahun 20102 telah dialokasikan sebanyak Rp.129.481.000 sementara
pada tahun 2013 sebanyak Rp.178.910.056. dengan melihat kedua tabel tersebut
dapat disimpulkan bahwa dana yang dikelolah pada Dompet Dhuafa Kota Makassar
dialokasikan pada kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.
Selain untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, dana umat
yang telah dikumpulkan oleh Dompet Dhuafa Kota Makassar juga dialokasikan
kepada masyarakat yang terkena musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan
sebagainya. Seperti bencana alam yang terjadi di Desa Watte’e Kabupaten Sidrap
yang meluluh lantahkan sekitar 64 rumah warga. Bantuan yang telah disalurkan oleh
Dompet Dhuafa Kota Makassar yaitu membangun Temporary Shelter (Perlindungan
Sementara) yang berjumlah sekitar 50 Shelter. Selain membangun Shelter, tim DMC
(Dececter Manajemen Center) dari Dompet Dhuafa juga melakukan Trauma
penyembuhan bagi anak-anak korban bencana puting beliung yang bertujuan untuk
menghilangkan rasa trauma bagi anak-anak korban bencana.64
Sementara itu, Dompet Dhuafa Kota Makassar juga manyalurkan dana umat
kepada korban kebakaran di Jalan Pasar Panampu Kecamatan Tallo Kota Makassar
yang menghanguskan puluhan rumah warga. Menurut Andi Yulianti selaku Ibu RT





“Setelah terjadi kebakaran sudah banyak bantuan dari lembaga-lembaga sosial
seperti dipasangkannya tenda-tenda darurat dan dapur umum. Selain itu, lembaga-
lembaga sosial tersebut memberikan bantuannya berupa kebutuhan pokok seperti
menyadiakan makanan, mie instan, selimut, dan masih banyak yang lainnya”.65
DMC (Dececter Manajemen Center) atau relawan Indonesia Dompet Dhuafa
Kota Makassar langsung diterjunkan di daerah kebakaran yang merupakan wilayah
padat penduduk. Dompet Dhuafa Kota Makassar mendirikan pos-pos yang
menyiapkan air/minuman hangat.
Dengan melihat keterangan di atas, memang benar secara sosiologis, dana
umat terutama Zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta
ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap setiap manusia terutama
orang kaya sebagai makhluk Tuhan. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial
mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan
sering merajalela di muka bumi, namun sejalan itu sifat dan rasa belas kasihan dan
tolong-menolong pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan
pernah hilang.66
Dana yang diterima oleh Dompet Dhuafa Kota Makassar setiap bulannya
adalah kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta setiap bulannya). Menurut
Pak Isra Prasetya Idris, SS. S.Kom mengatakan bahwa dalam al-Qur’an memang
dibagi menjadi 8 golongan yang berhak menerima zakat tapi perlu diketahui bahwa
titik berat pembagiannya yaitu pada fakir miskin. Tetapi dana umat yang telah
65Andi Yulianti, Ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar,
wawancara, Makassar, 5 November  2014.
66 Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial (Cet. 2 ;Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2001) ,h. 55.
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dikelola oleh Dompet Dhuafa Kota Makassar selain titik berat pembagiannya pada
fakir miskin juga didistribusikan kepada Ibnu Sabil atau bahkan kepada orang-orang
yang kehilangan barang, kemudian untuk fisabilillah seperti orang yang pergi
ceramah di pelosok-pelosok yang mengajarkan pengajian kepada anak-anak yang
tidak mampu.
Dana umat yang telah terkumpul pada Dompet Dhuafa telah disalurkan
kepada yang berhak menerimanya dengan melihat Tabel 4.6 menunjukkan bahwa
dana yang disalurkan pada tahun 2012 sebesar Rp.825.791 sebanyak 992 orang
sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp.1.460.664 sebanyak 1.181 orang.
Adapun data pendistribusian dana umat pada Dompet Dhuafa Kota Makassar
yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.3







1. Konsumtif 236.900.752 188.409.575
2. Produktif 129.481.000 137.532.000
Jumlah 366.381.752 325.941.575
Sumber Data Sekunder Dompet Dhuafa Kota Makassar
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dana ZISWAF yang
terkumpul sebesar Rp.366.381.752 didistribusikan untuk Zakat konsumtif sebesar
Rp.236.900.752 dan untuk Zakat Produktif didistribusikann sebesar Rp.129.481.00,
sedangkan pada tahun 2013 terkumpul sebesar Rp.325941.575 terdapat
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Rp.188.409.575 didistribusikan untuk zakat yang bersifat konsumtif dan
Rp.137.532.00 yang didistribusikann untuk Zakat Produktif.
Tabel 4.4







1. Kesehataan 148.167.168 94.378.641
2. Pendidikan 74.083.584 73.405.610
3. Sosial 14.650.000 20.625.324
Jumlah 236.900.752 188.409.575
Sumber Data Sekunder Dompet Dhuafa Kota Makassar
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah Zakat Konsumtif yang
dialokasikan untuk Kesehatan sebesar Rp.148.167.168, pendidikan sebesar
Rp.74.083.584 sedangkan Sosial sebanyak Rp.14.650.000. pada tahun 2013
menunjukkan dari Rp.188.409.575 jumlah Zakat Konsumtif yang dialokasikan untuk











1. Klaster Mandiri 103.840.700 121.510.000
2. Pemberdayaan 25.640.300 57.410.056
Jumlah 129.481.000 178.910.056
Sumber Data Sekunder Dompet Dhuafa Kota Makassar
Tabel 4.5 menunjukkan pada tahun 2012 dari Rp.129.481.000 jumlah Zakat
Produktif yang dialokasikan untuk klaster mandiri sebesar Rp.103.840.700, dan
pemberdayaan sebesar Rp.25.640.300. Dan pada tahun 2013 menunjukkan dari
Rp.178.910.056 jumlah Zakat Produktif yang dialokasikan umtuk klaster mandiri
sebesar Rp.121.510.000 dan pemberdayaan sebesar Rp.57.410.056.
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Tabel 4.6




Orang Rp Orang Rp
1. Fakir 298 210.738 325 425.000
2. Miskin 398 157.788 400 353.932
3. Muallaf 29 84.428 32 184.000
4. Hamba Sahaya 0 0 0 0
5. Gharim 49 22.918 231 30.281
6. Sabilillah 169 93.491 157 121.451
7. Ibnu Sabil 49 256.428 54 346.000
Jumlah 992 825.791 1.181 1.460.664
Sumber Data Sekunder Dompet Dhuafa Kota Makassar
Tabel 4.7 menunjukkan pada tahun 2012 di Dompet Dhuafa Kota Makassar
terdapat 992 orang yang menerima zakat (Mustahiq) yang terdiri dari fakir sebanyak
298 orang (Rp.210.738), miskin sebanyak 398 orang (Rp.157.778), muallaf sebanyak
29 orang (Rp.84.428), hamba sahaya 0, Gharim sebanyak 49 orang (Rp.22.198),
Sabilillah sebanyak 169 orang (Rp.93. 491), dan Ibnu Sabil sebanyak 49 orang
(Rp.256.428). sedangkan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 1.181 orang yang
menrima Zakat (Mustahiq) yang terdiri dari fakir sebanyak 325 orang (Rp.425.000),
Miskin sebanyak 400 (Rp.353.932), Muallaf sebanyak 32 orang (Rp.184.000),
Hamba Sahaya 0, Gharim sebanyak 213 orang (Rp.30.281), Fisabilillah sebanyak 157
orang (Rp.121.451), dan Ibnu Sabil sebanyak 54 orang (Rp.346.000).
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D. Faktor Penghambat dan Pendukung Terhadap Manajemen Dana Umat pada
Dompet Dhuafa
Menurut Direktur Dompet dhuafa Kota Makassar bahwa yang menjadi




Lembaga Dompet Dhuafa menciptakan program-program yang inovatif
yang membutuhkan SDM yang profesional. Jika SDMnya tidak berkompeten
maka program-program yang telah dibuat tidak berjalan sesuai dengan tujuan
yang diinginkan. Setiap problem yang dihadapi, akan diselesaikan melalui
mekanisme koordinasi yang teratur. Dengan Sumber Daya Manusia yang baik,
organisasi akan melewati masa pendewasaan yang baik juga. Sumber Daya
Manusia yang baik tidak akan menjadi beban organisasi. Justru organisasi
punya kesempatan untuk tumbuh berkembang, karena potensi Sumber Daya
Manusianya.
b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat
Salah satu yang menjadi penghambat dari pengelolaan dana umat pada
Dompet Dhuafa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan
zakat. Meskipun setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu
rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat.
Yang kedua adalah shalat. Dalam soal shalat, umat Islam sudah cukup ketat
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dalam ketatalaksanaannya. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah
kewajiban membayar zakat. Di sini tampaknya umat Islam belum begitu
sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaannya, dan bahkan kesadaran
mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat
muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak,
sedangkan pihak yang miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat
karena memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka kesulitan.
Untuk menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan masyarakat, baik
untuk pegawai instutisional pemerintah maupun swasta harus memberikan
wawasan yang benar dan memadai tentang perlunya mengeluarkan zakat, infaq,
dan sedekah.
c. Penerima zakat (Muzakki) tidak fokus atau serius dalam mengelola dana
yang telah disalurkan oleh Dompet Dhuafa.67 Sebagai LAZ (Lembaga Amil
Zakat), Dompet Dhuafa harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada
penerima zakat (Muzakki) agar mereka tahu cara mengelola dana umat yang
telah diberikan kepada mereka.
2. Faktor pendukung
Adapun faktor pendukung sistem manajemen dana umat Dompet Dhuafa kota
Makassar adalah:
a. Sudah mempunyai peraturan daerah (Perda)
b. Pengelolaan zakat yang tertata dengan baik
67 Isra Presetya Idris, “General Manager  Dompet Dhuafa Kota Makassar.
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c. Fasilitas yang memadai (dana operasional, sarana kerja dan dukungan
kebijakan).
d. Banyak ulama berperan sebagai fasilitator dalam melakukan sosialisasi





1. Dompet Dhuafa dalam menghimpun dana ZISWAF, melalui muzakki (donatur)
atau memperbanyak muzakki, dengan cara melalui rekening bank, via counter
dengan cara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung para donatur
bisa menyetor langsung ke bank yang bersangkutan sedangkan secara tidak
langsung biasanya para donatur memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan
yang sedang berlangsung tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Serta mendata
para donatur yang ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang-orang
yang membutuhkan  dalam hal ini kaum dhuafa.
2. Sistem pendistribusian dana umat pada Dompet Dhuafa Kota Makassar yaitu,
Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisonal, konsumtif kreatif, produktif
konvensional dan produktif kreatif.
3. Yang menjadi faktor penghambat dan pendukung terhadap pengelolaan dana
umat pada Dompet Dhuafa yaitu:
a. Faktor penghambat
1) Masalah SDM (Sumber Daya Manusia). Lembaga Dompet Dhuafa
menciptakan program-program yang inovatif yang membutuhkan SDM
yang profesional. Jika SDMnya tidak berkompeten maka program-
program yang telah dibuat tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang
diinginkan.
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2) Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk Berzakat. Salah satu yang
menjadi penghambat dari pengelolaan dana umat pada Dompet Dhuafa
yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat.
3) Penerima Zakat (Mustahiq) tidak serius terhadap dana yang disalurkan
oleh Dompet Dhuafa.
b. Faktor pendukung
Sudah mempunyai peraturan daerah (Perda) serta Pengelolaan zakat yang
tertata dengan baik yang didukung oleh Fasilitas yang memadai (dana
operasional, sarana kerja dan dukungan kebijakan), dan banyak ulama
berperan sebagai fasilitator dalam melakukan sosialisasi terhadap
ummatnya tentang  pentingnya zakat.
B. Implikasi Penelitian
1. Dana umat merupakan potensi dana yang besar yang harus dikelola dengan
baik. Oleh karena itu, agar dana umat seperti zakat, infaq, dan sedekah dapat
mencapai sasaran, maka perlu pengelolaan yang profesional.
2. Dompet Dhuafa Kota Makassar harus lebih optimal dalam memberikan
pelatihan-pelatihan kepada mustahiq agar lebih fokus dalam mengelola dana
yang disalurkan kepadanya.
3. Sistem pengumpulan dan pendistribusian dana umat pada Dompet Dhuafa kota
Makassar harus lebih baik sesuai kemajuan teknologi serta didukung oleh
sumber daya manusia yang memadai.
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4. Kepada calon peneliti, akan dapat mengembangkan serta memperkuat hasil
penelitian ini dengan cara mengkaji terlebih dahulu dan mampu mengadakan
penelitian yang lebih sukses.
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